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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat 

kaum di Nagari Kinali. Penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayat kaum 

di Nagari Kinali pada umumnya dilakukan melalui mekanisme adat. Ninik 

Mamak berperan sebagai pihak utama yang menyelesaikan sengketa di 

tingkat kaum melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai 

kesepakatan, sengketa dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

sebagai lembaga adat tertinggi di tingkat nagari. Dalam pelaksanaannya 

KAN dibantu oleh Majelis Peradilan Adat (MPA) untuk memeriksa dan 

memutus sengketa secara musyawarah. Keputusan KAN bersifat mengikat 

secara adat dan disertai sanksi adat atau sanksi sosial bagi pihak yang tidak 

mematuhinya. Selain itu, pemerintahan nagari berperan mendukung dan 

memantau pelaksanaan keputusan adat agar sengketa tidak berkembang 

menjadi konflik sosial.  

2. Kendala Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat 

kaum di Nagari Kinali. Penyelesian sengketa jual beli tanah ulayat kaum 

masih menghadapi berbagai kendala, seperti adanya pengaruh pihak luar 

terhadap para pihak yang bersengketa serta perbedaan keterangan mengenai 

objek tanah yang disengketakan. Selain itu, kurangnya bukti tertulis dan 

dokumentasi tanah ulayat kaum menyulitkan Ninik Mamak dan KAN dalam 

mengambil keputusan. Kendala lain muncul ketika sengketa melibatkan 
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bukti administrasi resmi dari pemerintah yang tidak sejalan dengan 

ketentuan adat. Kondisi ini sering menyebabkan sengketa berlarut-larut dan 

berpotensi dibawa ke jalur hukum positif. 

3. Upaya Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat 

kaum di Nagari Kinali. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui 

penguatan peran Ninik Mamak dan KAN, peningkatan musyawarah adat, 

serta pemberian sanksi adat bagi pihak yang melanggar keputusan. Selain 

itu, dilakukan sosialisasi adat kepada masyarakat agar memahami 

kedudukan tanah ulayat kaum. Pemerintahan nagari juga melakukan upaya 

pencegahan dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa, mendorong 

pendaftaran tanah ke BPN, serta melakukan koordinasi dengan tokoh adat 

dan tokoh masyarakat.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut : 

1. Kepada Ninik Mamak, agar meningkatkan perannya dalam menjaga dan 

mengawasi pengelolaan tanah ulayat kaum dengan lebih optimal. Ninik 

Mamak perlu melakukan pendataan dan pendokumentasian tanah ulayat 

kaum secara sistematis, mencakup batas, luas, sejarah penguasaan, serta 

pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut. 

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN), agar memperkuat fungsi kelembagaan 

dalam penyelesaian sengketa adat, khususnya sengketa jual beli tanah ulayat 

kaum. KAN perlu membangun sistem administrasi adat yang lebih 

profesional dan terorganisir, termasuk penguatan peran Majelis Peradilan 
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Adat (MPA), penyusunan arsip perkara adat, serta pendokumentasian setiap 

keputusan adat secara tertulis.  

3. Pemerintah nagari dan pemerintah daerah, agar pemerintah nagari 

menyusun Peraturan Nagari yang secara khusus mengatur pengelolaan dan 

penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum, serta memperkuat koordinasi 

dengan lembaga adat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan 

pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tanah ulayat 

kaum melalui kebijakan dan peraturan daerah yang berpihak pada 

masyarakat adat. 

4. Masyarakat dan anggota kaum agar masyarakat meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman mengenai kedudukan tanah ulayat kaum sebagai harta 

pusaka tinggi yang bersifat komunal. Partisipasi aktif dalam musyawarah 

adat serta itikad baik dalam setiap proses penyelesaian sengketa sangat 

diperlukan demi menjaga keutuhan kaum dan kelestarian tanah ulayat 

sebagai identitas masyarakat adat Minangkabau. 
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